JURNAL EMACS

[Engineering, MAEhematics and Computer Science] \/ol.2 No.1 January 2020: 15-20

e-ISSN: 2686-2573

Prototipe Data Warehouse pada Instansi
Pelayanan Pajak Daerah:
Studi Kasus pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Devriady Pratama

Computer Science Department, School of Computer Science,
Bina Nusantara University,
Jakarta, Indonesia 11480
devriady.pratama@binus.ac.id

Abstract — Perpajakan daerah merupakan salah satu
sarana pemerintah daerah untuk mendapatkan anggaran
belanja pembangunan. Data perpajakan daerah sangat
penting karena menjadi dasar rencana kemampuan
pemerintah daerah untuk membuat anggaran. Sistem yang
terintegrasi menjadi sangat penting guna mendapatkan
sumber data yang lengkap dan valid untuk kepentingan
analisis kebijakan daerah. Penelitian ini akan memberikan
rancangan data warehouse bagi instansi pengelola pajak
daerah guna pengelolaan data analisis yang lengkap dan
cepat. Perancangan data warehouse dalam penelitian ini
akan mengadopsi perancangan data warehouse oleh Ralph
Kimball. Hasil dari penelitian ini adalah berupa rancangan
data warehouse dengan sumber data dari beberapa aplikasi
operasional yang ada yang dapat digunakan sebagai sumber
data analisis yang lengkap dan cepat. Perancangan data
warehouse mampu memberikan mekanisme integrasi data
dan kemampuan analisis yang lebih luas.

Keywords: data warehouse, dimensional modelling, local
tax

I. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Kabupaten Badung melalui
Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung (Bapenda)
dituntut untuk terus meningkatkan potensi penerimaan
daerah melalui pajak daerah. Untuk menghadapi tantangan
tersebut, selain melalui penerapan kebijakan, hal lain seperti
pemanfaatan data dan inovasi teknologi juga dianggap akan
mampu memberikan kontribusi positif dalam pencapaian
hal tersebut. Pengolahan data dan analisis yang tepat
akan mampu menciptakan informasi yang berguna bagi
pengambilan keputusan strategis. Namun hambatan saat
ini yang ditemui adalah kenyataan bahwa data administrasi
tersebar di beberapa sumber data dan belum adanya
pemanfaatan analisis data menyeluruh untuk menangkap
informasi-informasi tertentu. Pengolahan data masih
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dilakukan terpisah dengan menggunakan data operasional
sistem informasi.

Bapenda saat ini mengoperasikan beberapa
sistem informasi diantaranya: sistem utama administrasi
pajak dengan nama iProtax yang didalamnya terdapat
modul-modul terpisah berdasarkan jenis pajak, sistem
pelaporan potensi dengan nama Sidupa dan monitoring
transaksi usaha (pajak Online). meskipun diantara Sistem
operasional yang digunakan saat ini sudah ada integrasi
berbagi informasi, namun penggunaannya hanya untuk
kebutuhan operasional administrasi dan belum digunakan
untuk analisis menyeluruh. Kondisi yang diharapkan adalah
adanya pusat data yang valid dan bisa digunakan untuk
kebutuhan analisis informasi cepat.

Pembangunan data warehouse merupakan salah
satu cara yang banyak digunakan untuk mengumpulkan
dan mengekstrak informasi penting dari ragam data dan
informasi yang tersebar di beberapa sistem informasi.
Data warehouse adalah koleksi data yang bersifat subject
oriented, terintegrasi, time-variant, dan non-volatile
yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan
keputusan organisasi. Pengumpulan data administrasi yang
semakin besar dan banyak membutuhkan efisiensi alokasi
tempat penyimpanan sebagai sumber data analisis melalui
data warehouse.

Pemanfaatan data warehouse dalam menunjang
kegiatan e-government khususnya pemerintah daerah,
merupakan hal yang sedang menjadi perhatian. Rudy
mengembangkan data warehouse untuk pemerintahan
dengan menggunakan pendekapatan dimensional sehigga
memudahkan analisis laporan. Data warehouse memberikan
simplifikasi penyediaan informasi ketimbang sistem laporan
pada aplikasi database.

Penelitian ini akan membahas mengenai rancang
bangun data warehouse di organisasi Bapenda Kabupaten
Badung guna mendukung penyusunan laporan yang lebih



cepat dan efisien dari berbagai sumber data sistem yang ada
di Bapenda.

STUDI LITERATUR

A. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang
wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah
daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
Jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi
dua jenis, yakni Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau
Kota.

Pajak propinsi terdiri dari Pajak kendaraan
bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan
bakar kendaraan bermotor; pajak air permukaan dan pajak
rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari:
pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame;
pajak penerangan jalan (PPJ); pajak mineral bukan logam
dan batuan; pajak parkir; pajak air tanah (PAT); pajak
sarang burung walet; pajak bumi dan bangunan pedesaan
dan perkotaan (PBB); dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB).

Berdasarkan cara pemungutannya, pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak parkir, PPJ, pajak sarang
burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan
BPHTB merupakan jenis pajak self assessment. Sedangkan
PBB, pajak reklame, dan PAT merupakan jenis pajak official
assessment.

B. Data warehouse

Data warehouse adalah sekumpulan data yang
subject oriented, terintegrasi, time-variant, dan non-volatile
yang digunakan oleh organisasi dalam pengambilan
keputusan. Mekanisme data warehouse merupakan
tenologi yang berbeda dengan mekanisme basis data Online
Transaction Processing (OLTP). Data operasional biasanya
detil, sedangkan data warehouse hanya ringkasan data
untuk kepentingan pengolahan data sesuai informasi yang
diinginkan.

C. Dimensional Modelling

Dimensional modelling adalah teknik struktur
data yang dioptimalkan sebagai alat perancangan data
warehouse. Teknik ini dikenalkan oleh Ralph Kimball dan
terdiri dari tabel “fakta” dan “dimensi”. Pemodelan dimensi
dirancang untuk membaca, meringkas, menganalisis
informasi numeric seperti nilai, saldo, jumlah di dalam data
warehouse. Terdapat 4 (empat) langkah yang dilakukan
dalam pemodelan dimensional, yaitu: (1) pemilihan proses
bisnis; (2) deklarasi grain; (3) identifikasi dimensi; (4)
identifikasi fakta.

D. OLAP
Online Analytical Processing (OLAP) adalah
pendekatan untuk pengambilan keputusan yang membantu

melakukan ekstraksi pengetahuan dari sebuah data
warehouse. Tujuan utama OLAP adalah membantu pengguna
untuk melakukan analisis dalam menghasilkan informasi
secara mandiri. Ada 2 (dua) metode OLAP yang banyak
diterapkan yaitu: Relational OLAP dan Multidimensional
OLAP. Dalam ROLAP, ketergantungan terhadap database
sebagai sumber data operasional sangat tinggi, sedangkan
MOLAP lebih rendah karena penyimpanan datanya berdiri
sendiri dengan permanent cache.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan basis
framework perancangan data warehouse oleh Ralph
Kimball dengan menerapkan desain multidimensional.
Perhatian utama dari sebuah rancangan data warehouse
adalah metode apa yang akan di adopsi dan bagaimana
memastikan kebutuhan terpenuhi. Penggalian kebutuhan
dalam perancangan data warehouse menjadi sangat esensial
untuk menjamin kesuksesan implementasi informasi karena
akan memberikan definisi yang tepat terhadap data.

Penelitian ini akan mengadopsi proses perancangan
data warehouse oleh Kimball. Melalui penelitian ini, model
penelitian yang akan dilakukan pertama adalah mendapatkan
pemahaman terhadap bisnis melalui pembelajaran sistem
dan proses kerja yang ada. Tahapan selanjutnya adalah
melakukan analisis kebutuhan dengan melalui requirement
engineering sehingga memastikan kebutuhan utama dapat
di ekstrak. Tahapan selanjutnya adalah proses perancangan
data warehouse yang menjawab kebutuhan dengan
pemodelan dimensional. Gambaran proses kerja dapat
dilihat melalui gambar berikut :

Pemahaman bisnis

s|nput : SOP, observasi proses sistem

sProses : observasi, wawancara, studi dokumen
*Output : data hasil asesmen

-
Analisis kebutuhan
sinput : kebutuhan user
*Proses : analisis kebutuhan

*0utput : list kebutuhan informasi
L.

Perancangan data warehouse

e|nput ; struktur data system operasional
*Proses : perancangan data warehouse
*Output : rancangan data warehouse

e

Gambar 1 metodologi
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II1. HASIL DAN PEMBAHASAN
DESAIN DATA WAREHOUSE

A. Analisa kebutuhan informasi

Melalui interview langsung terhadap pegawai,
sekaligus observasi aktivitas operasional sehari-hari untuk
bidang-bidang yang ada di Bapenda, ada beberapa informasi
utama yang dibutuhkan diantaranya:

1. Mengukur tingkat kepatuhan terhadap objek
pajak yang ada

2. Melakukan penggalian potensi atau pengukuran
potensi atas objek pajak yang ada.

3.  Membuat profil atas suatu objek pajak maupun
wajib pajak berbasis kelokasian.

4. Melihat informasi piutang pajak secara detil dan
pertumbuhannya.

5. Melihat potensi denda atas objek pajak yang
ada.

6. Informasi progress penerimaan pajak.

7. Pengukuran tingkat kecurangan pembayaran
pajak.

B. Perencanaan sumber data

Sumber data yang digunakan untuk pembentukan
data warehouse terdiri dari beberapa sumber data
operasional. Bapenda telah mengoperasikan beberapa
sistem informasi untuk menunjang operasional pengelolaan
berbasis e-government. Aplikasi yang dikembangkan berupa
aplikasi berbasis web yang digunakan oleh petugas kantor
dan ada juga berbasis perangkat bergerak yang digunakan
oleh petugas lapangan. Selain itu ada juga sistem yang
ditempatkan pada objek pajak tertentu. Melalui penelitian
ini, perancangan data warehouse akan mengakses data dari
sumber data berikut:

I. Sistem wutama administrasi pajak yang
merupakan sistem atau iProtax yang digunakan
untuk administrasi data perpajakan sehari-hari.
Melalui aplikasi ini diadministrasikan seluruh
jenis pajak yang dilakukan pemungutan oleh
Bapenda Kabupaten Badung, yaiut seluruh jenis
pajak kabupaten kota kecuali sarang burung
walet dan mineral bukan logam dan batuan.
Spesifikasi sumber data adalah berupa RDBMS
dengan menggunakan oracle 11g.

2. Sistempelaporan potensiatau Sidupa merupakan
sistem yang digunakan oleh masyarakat untuk
ikut serta melakukan pemberian informasi
kepada Bapenda perihal adanya potensi objek
pajak baru. Spesifikasi sumber data adalah
berupa RDBMS dengan menggunakan MySQL.

3. Sistem monitoring transaksi usaha atau Pajak
Online merupakan sistem yang digunakan untuk
memonitor transaksi usaha yang dilakukan oleh
wajib pajak berupa hotel, restoran, hiburan dan
parkir. Sistem ini akan memberikan laporan
rangkuman berapa pengenaan pajak dari objek
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tersebut dalam suatu masa pajak. Spesifikasi
sumber data adalah berupa RDBMS dengan
menggunakan SQL Server.
Rancangan arsitektur data warehouse berdasarkan
sumber data tersebut sesuai gambar berikut:
S
DB iProtax

—

DB Sidupa /Staging
-

Presentasi
pengguna

Loading Area

warehouse

DB Pajak
Online

Gambar 2 arsitektur data warehouse

Untuk sistem data warehouse ini perlu dibangun
dalam mesin terpisah dari operasional agar tidak
mengganggu penggunaan resource dan kinerja dari sistem
operasional.

C. Perancangan data warehouse

1. Pemilihan proses bisnis
Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan pembelajaran
terhadap proses bisnis yang terjadi pada Bapenda,
proses bisnis utama untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan pada perancangan data warehouse adalah
sebagai berikut :

a. Pelaporan. Adalah proses penyampaian dasar
pengenaan pajak dan perhitungan pajak secara
mandiri untuk mendapatkan pokok pajak yang
harus dibayarkan. Pelaporan pajak dilakukan
secara rutin oleh wajib pajak per masa pajak
berjalan.

b. Pembayaran. Adalah proses pembayaran pajak
oleh wajib pajak berdasarkan kewajiban pajak
yang muncul terhadapnya.

c. Penetapan. Adalah proses penghitungan dan
penerbitan surat ketetapan pajak bagi wajib
pajak. Penghitungan pajak dihitung berdasarkan
rumusan penghitungan yang berlaku di
Kabupaten Badung.

d. Pendataan. Adalah proses yang dilakukan untuk
membuat profil atas objek pajak sehingga dapat
di ukur potensi pajak yang mungkin didapat dari
objek tersebut.

e. Penagihan. Adalah proses yang dilakukan agar
wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya
denda yang timbul karena keterlambatan.

2. Identifikasi grain
Pemilihan grain menentukan informasi yang ada pada
table fakta. Identifikasi grain pada pada perancangan
data warehouse ini adalah sebagai berikut:
a. Jumlah WP

Jumlah wajib pajak dari proses pendataan pada
periode tertentu dan wilayah tertentu.
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b. Jumlah OP

Jumlah objek pajak dari proses pendaftaran
pada periode tertentu, wilayah tertentu dan jenis
pajak tertentu

c. Pajak terutang

Jumlah pengenaan pajak yang muncul akibat
pelaporan (untuk jenis pajak self assessment)
dan penetapan (untuk jenis pajak official
assessment). Informasinya dapat dilihat pada
periode tertentu, wilayah tertentu, jenis pajak
tertentu, wajib pajak tertentu, objek pajak
tertentu, dan status pembayaran.

e. Denda

Akumulasi potensi denda atas keterlambatan
pembayaran pajak terutang pada periode
tertentu, wilayah tertentu, jenis pajak tertentu,
wajib pajak tertentu, objek pajak tertentu, dan
status pembayaran.

f. Pembayaran pajak

Jumlah pembayaran pajak pada periode tertentu,
wilayah tertentu, jenis pajak tertentu, wajib
pajak tertentu, dan objek pajak tertentu.

g.  Monitoring transaksi

Jumlah transaksi pembayaran pajak usaha oleh
pembeli melalui sistem kasir di wajib pajak
pada periode tertentu, wilayah tertentu, jenis
pajak tertentu, wajib pajak tertentu, dan objek
pajak tertentu.

Irisan tabel dimensi dan grain digambarkan melalui
tabel berikut :

Tabel 1 dimensi dan grain
grain

dimensi

deﬂda

jenis ketetapan

jenis pajak

kewilayahan X

masa pajak

objek pajak

status pembayaran

wajib pajak

waktu X X

x X X X X X X X
X X X X X xX X x

Identifikasi fakta
Penentuan fakta atas grain yang telah diidentifikasikan
menghasilkan table fakta berikut:

Fact_Pelaporan

Berisi data yang berhubungan dengan pelaporan
pajak yang meliputi kapan, nilai pelaporannya dan
status pembayarannya.

Fact_Pembayaran

Berisi data yang berhubungan dengan pembayaran
pajak yang meliputi kapan dan nilai pembayarannya.

Fact_Penetapan

Berisi data yang berhubungan dengan ketetapan
pajak yang diterbitkan meliputi kapan, nilai

Identifikasi dimensi

Berdasarkan deskripsi grain diatas, dapat terlihat juga

dimensi yang dibutuhkan terhadap grain tersebut. Hasil

identifikasi dimensi adalah sebagai berikut:
Dim_Jenis_pajak

Berisi informasi mengenai jenis pajak
Dim_Waktu

Berisi informasi mengenai waktu
Dim_Kewilayahan

Berisi informasi mengenai wilayah
Dim_Wajib_pajak

Berisi informasi mengenai profil wajib pajak
Dim_Objek pajak

Berisi informasi mengenai profil objek pajak
Dim_Jenis_Kketetapan

Berisi informasi mengenai jenis ketetapan/surat
pengenaan pajak

Dim_Masa_pajak

Berisi informasi mengenai masa pajak

ketetapannya dan status pembayarannya.
Fact_Penagihan

Berisi data yang berhubungan dengan penerbitan
tagihan keterlambatan yang meliputi kapan, nilai
denda dan status pembayarannya.

Fact_Transaksi_SP

Berisi data yang berhubungan dengan seluruh
transaksi yang terjadi pada mesin kasir wajib pajak
yang terpasang alat monitoring transaksi pajak
meliputi kapan, nilai transaksi dan nilai pajak.

Pemodelan data

Pemodelan data yang digunakan adalah menggunakan
star schema, dimana terhadap 1 tabel fakta, akan ada 1
atau lebih tabel dimensi. Penggunaan model star schema
dianggap lebih baik ketimbang snowflake dalam proses
analisis data setelah dilakukan optimisasi. Skema
ini nantinya akan bisa digunakan sebagai cube untuk
menampilkan hasil analisis dengan berbagai dimensi
yang tersedia. Star schema masing-masing fact table
untuk perancangan data warehouse ini adalah sebagai
berikut:
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Dim_Masa_Pajak

IdMasaPajak
Tahun

Bulan

Dim_Waktu
PK[idWakiu
Tanggal
Bulan
Tahun
Kuartal

Dim_Obiek_Pajak

Dim_Waijib_Pajak

PK_[IdObjekPajak
FIC [lawaiibPajak
K [1dJenisPajak
K [1awilayah
NamaOP
NOPD
AlamatoP

Fact_Pelaporan

PK [ IdFactPelaporan
FK | IdObjectPajak
FK |ldMasaPajak
FK | IdWakiu
StatusPembayaran
Omzet

RS

Pajak
Denda

TotalPembayaran

Dim_Masa_Pajak
IdMasaPajak
Tahun

Bulan

Fact_Pembayaran
PK | IdFactPembayaran
K [IdObjectPajak

Dim_Waktu
IdWaktu
Tanggal
Bulan

Tahun
Kuartal

by
A

IdWajibPajak
NamawP
NPWRD
AlamatwP

Dim_Jenis_Pajak
IdJenisPajak
NamaJenisPajak
KodeJenisPajak

KodeRekening

Dim_Kewilayahan
IdWilayah
KodeProvinsi

NamaProvinsi
KodeDatiz
NamaDati2
KodeKecamatan
NamKecamatan
KodeKelurahan

NamaKelurahan

Gambar 3 fact pelaporan

Dim_Objek_Pajak

Dim_Waijib_Pajak

PK[1dobjekPajak
K [IdwajibPajak
K |IdJenisPajak
K [1awilayah
NamaOP
NOPD
AlamatOP

K [IdMasaPajak
FK [IdWakiu

Pajak

Denda
TotalPembayaran

PK [ lawaijibPajak
NamawP
NPWPD

Alamatwp

Dim_Jenis_Pajak
IdJenisPajak
NamaJenisPajak

KodeJenisPajak

KodeRekening

Dim_Kewilayahan
ldWilayah
KodeProvinsi
NamaProvinsi
KedeDati2
NamaDati2

KodeKecamatan
NamKecamatan
KodeKelurahan

Namakelurahan

Gambar 4 fact pembayaran

Dim_Masa_Pajak

IdMasaPajak

Tahun

Bulan

Dim_Objek_Pajak

Dim_Wajib_Pajak

b}
~

IdObjekPajak
IdWajibPajak
IdJenisPajak
IdWilayah
NamaOP
NOPD
AlamatoP

noo
R

Fact_Penetapan

PK [IdFactketetapan

Dim_Waktu
IdWakiu
Tanggal
Bulan
Tahun
Kuartal

Dim_Masa_Pajak

IdMasaPajak
Tahun
Bulan

FK | IdObjectPaj
FK | IdMasaPajak
FK | lgWakiu
JenisKetetapan
StatusPembayaran
DasarPengenaan
Pajak

Denda

TotalPembayaran

Gambar 5 fact penetapan

Dim_Objek_Pajak

PK[ldWajibPajak
NamaWp
NPWPD
Alamatwp

Dim_Jenis_Pajak
IdJenisPajak
NamaJenisPajak
KodeJenisPajak

KodeRekening

Dim_Kewilayahan
IdWilayah
KodeProvinsi
NamaProvinsi
KodeDati2
NamaDati2
KodeKecamatan
NamKecamatan
KodeKelurahan
NamaKelurahan

Dim_Wajib_Pajak

PK_[IdObjekPajak
FK | IdWajibPajak
FK | IdJenisPajak
FK | IdWilayah
NamaOP
NOPD
AlamatoP

{

Fact_Penagihan

PK | ldFactPenagihan

Dim_Waktu

FK | IdObjectPaj
FK | IdMasaPajak
FK | ldWaktu

PK | ldWaktu
Tanggal
Bulan
Tahun
Kuartal

StawsPembayaran
Pajak
Denda

TotalPembayaran

Gambar 6 fact penagihan

PK[IdWajibPajak
NamawpP
NPWPD
Alamatwp

Dim_Jenis_Pajak

IdJenisPajak
NamaJenisPajak
KodeJenisPajak

KodeRekening

Dim_Kewilayahan
IdWilayah
KodeProvinsi
NamaProvinsi
KodeDati2
NamaDati2

KodeKecamatan
NamKecamatan
KodeKelurahan
NamaKelurahan
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Dim_Kewilayahan Dim_Objek_Pajak ‘ | Dim_Waijib_Pajak
PK |IdWilayah PK|IdObjekPajak PK | IdWajibPajak
KodeProvinsi FK |IdWajibPajak Namawp
NamaProvinsi FK |ldJenisPajak NPWPD
KodeDati2 FK | ldWilayah Alamatwp
NamaDati2 NamaOP
KodeKecamatan NOPD Dim_Jenis_Pajak
NamKecamatan AlamatOP IdJenisPajak
KodeKelurahan NamaJenisPajak
NamakKelurahan KodeJenisPajak
KodeRekening
Dim_Waktu Fact_Transaksi_SP
PK | ldWaktu PK | ldFactTransaksiSP
Tanggal FK [1dObjectPajak
Bulan FK | IdWaktu
Tahun TotalTransaksi
Kuartal Pajak

Gambar 7 fact transaksi SP

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mampu memberikan rancangan data
warehouse pada Bapenda Kabupaten Badung sehingga
mampu memberikan solusi atas integrasi data dan
kemampuan analisis data dari sumber data yang tersebar.

Penelitian selanjutnya yang bisa dikembangkan
dari hasil penelitian ini adalah implementasi melalui
perancangan decision support system untuk memberikan
hasil analisis langsung dalam bentuk grafis yang mudah
dibaca dan juga penerapan data mining untuk menggali
informasi penting dari data yang sudah dikumpulkan bagi
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang

lebih valid.
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